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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan 

berkelanjutan adalah suatu rancangan aksi mendunia yang sudah disetujui oleh 

semua pemimpin dunia, termasuk Indonesia menggunakannya sebagai cara agar 

dapat menyelesaikan semua gejala dimasyarakat yaitu kemiskinan dan kesenjangan 

supaya dapat melindungi lingkungan (dalam Fitriani, 2021:1228). Pada tanggal 25 

sampai 27 September 2015, semua kepala setiap negara yang sudah tergabung dalam 

Perserikan Bangsa-Bangsa (PBB) setuju dengan adanya SDGs ini sebagai suatu 

bentuk pengganti dari Pembangunan Millenium (MDGs).  

Untuk saat ini, SDGs sendiri memiliki 17 tujuan untuk pembangunan 

berkelanjutan yang sudah dilakukan sejak tahun 2016 sampai 2030. Indonesia 

merupakan salah satu negara yang menerapkan beberapa dari 17 tujuan SDGs yang 

ke sembilan yaitu industri, inovasi dan infrastruktur (dalam Melung et al., 2019:134). 

Oleh sebab itu, untuk menerapkan ketiga tujuan SDGs tersebut pemerintah mulai 

melakukan pembaharuan dalam bidang inovasi pelayanan publik yang sudah tidak 

menggunakan kertas dalam sistem administrasi tetapi sudah beralih ke sistem 

administrasi pemerintahan berbasis elektronik (E-Government). 

E-Government sudah mulai diterapkan disetiap negara-negara maju salah 

satunya negara yang terletak pada benua Asia bagian Timur yaitu negara Republic of 

Korea atau Korea Selatan. Berdasarkan dari data yang diperoleh dari website United 

Nations E-Government Knowledgebase (publicadministration.un.org/) pada tahun 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center
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2022 dapat dilihat bahwa Korea Selatan menduduki ranking ke-3 dengan nilai E-

Government Development Index (EGDI) sebesar 0.9529. Tidak hanya pada negara 

maju saja, penerapan E-Government sudah mulai diterapkan pada negara 

berkembang salah satunya negara Indonesia. Berdasarkan dari data yang diperoleh 

dari website (publicadministration.un.org/) United Nations E-Government 

Knowledgebase pada tahun 2022, Indonesia menduduki ranking ke-77 dengan nilai 

E-Government Development Index (EGDI) sebesar 0.7160. Hal itu yang menunjukkan 

bahwa pentingnya penerapan E-Government pada pengelolaan pemerintah karena, E-

Government merupakan salah satu bentuk penggunaan teknologi dan komunikasi 

yang dapat membantu mempermudah  pengelolaan pemerintah. 

Oleh sebab itu, karena pentingnya penerapan E-Government bagi pemerintah 

maka pemerintah Indonesia melakukan penggunaan E-Government pada bidang 

pelayanan. Untuk penerapan E-Government sendiri tidak hanya diterapkan pada 

daerah ibu kota Indonesia saja tetapi pada setiap daerah, salah satunya Kota Pagar 

Alam. Kota Pagar Alam merupakan salah satu kota yang disahkan dengan UU No. 8 

tahun 2001. Dengan adanya peraturan tersebut, Kota Pagar Alam bebas untuk meng-

atur wilayah kawasannya sendiri tetapi masih diawasi oleh pemerintah pusat. Kota 

Pagar Alam dalam pemerintahnya sendiri mulai sudah menerapkan E-Government 

dalam bidang pelayanan izin usaha rumah makan yang dikelola oleh Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar 

Alam  (dpmptsptk.pagaralamkota.go.id/). Dengan adanya kerjasama antar lembaga 

pemerintah itu merupakan wujud peran tujuan dari kebijakan Whole of Government 

(WoG).  

Whole of Government atau Joined Up Government merupakan suatu 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center
https://dpmptsptk.pagaralamkota.go.id/home/


3 

 

 

pendekatan dimana dalam pelaksanaannya memerlukan keterlibatan pemerintah 

terutama dalam mengambil suatu kebijakan. Dengan adanya suatu kebijakan 

tersebut, pemerintah melibatkan beberapa lembaga yang  berkaitan untuk 

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Menurut Ortenzi et al. (2022:1) 

mendefinisikan Whole of Government adalah suatu pendekatan dimana badan 

layanan umum bekerjasama dalam mengembangkan kebijakan agar tercapainya 

tujuan bersama. Oleh sebab itu, Whole of Government diterapkan oleh pemerintah 

kepada setiap instansi dengan tujuan agar tercapainya kepentingan bersama supaya 

pemerintah dapat melakukan pelayanan dengan baik kepada masyarakatnya serta 

dalam melayani kepentingan masyarakat dapat dilakukan dengan waktu singkat.    

Salah satu tujuan dengan diterapkannya Whole of Government  khususnya pada 

E-Government dalam bentuk pelayanan izin usaha rumah makan yaitu agar 

pelayanan izin usaha rumah makan dapat dilakukan secara cepat dan efisien sebab 

hal ini yang memotivasi pemerintah untuk mulai melakukan inovasi untuk mengatasi 

berbagai kendala dalam melakukan izin usaha khususnnya dalam izin usaha rumah 

makan ini, sehingga terbitlah pelayanan izin usaha rumah makan yang melalui 

elektronik atau Online Single Submission (OSS) (kek.go.id/online-single-submission). 

Online Single Submission (OSS) adalah salah satu bentuk inovasi pelayanan yang 

diterbitkan oleh pemerintah. OSS sendiri dinaungi oleh Kementrian Investasi/BKPM 

RI. Untuk mendukung kebijakan tentang penerapan layanan perizinan melalui 

elektronik ini, maka disahkan pemerintah melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 

Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang, lalu untuk menguatkan 

Undang-Undang tersebut maka juga dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah 

https://kek.go.id/online-single-submission
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Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko. Dengan disahkannya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah 

tentang OSS, maka Pemerintah Kota Pagar Alam juga ikut mengimplementasikannya 

dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota Pagar Alam No. 2 Tahun 2023 tentang 

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam yang berarti juga secara sah untuk 

menerapkan layanan perizinan secara elektronik termasuk salah satunya izin usaha 

rumah makan yang sudah melalui OSS.  

Online Single Submission (OSS) ialah sistem pembauran semua pelayanan 

perizinan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki hak atau kuasa untuk bertindak 

seperti kepala-kepala lembaga pemerintah yang terkait (dalam Irianto, 2020:93). 

Tujuan utama pemerintah menerapkan kebijakan pelayanan izin usaha secara 

elektronik yaitu agar dalam pelayanan izin usaha dapat dikerjakan dengan efisien 

serta efektif lalu dapat meminimalisir terjadinya praktek korupsi dalam bidang 

pelayanan.  

Namun, di Indonesia sendiri masih mengalami kendala pada bidang perizinan 

salah satunya, yaitu pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di Indonesia 

terkait dalam pengelolaan OSS dapat dilihat dari beberapa laporan masyarakat 

kepada pihak Ombudsman Republik Indonesia yang berarti wujud rasa kecewa 

masyarakat terhadap pemerintah yang seharusnya dapat membantu pelayanan yang 

tidak mengecewakan bagi masyarakat. Dengan adanya organisasi pemerintah 

beradasarkan pasal 1 UU RI No. 37 Tahun 2008 Terkait Ombudsman RI yang 

ditugaskan sebagai tempat laporan pengaduan masyarakat maka pemerintah baik dari 
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pusat ataupun daerah akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan seperti yang 

dapat dilihat pada data laporan pengaduan masyarakat yang diperoleh dari Laporan 

Tahunan Ombudsman Tahun 2021, sebagai berikut: 

Tabel 1. Laporan Masyarakat terkait Perizinan pada Omnibudsman RI Tahun 

2021 

 

No. Jenis Laporan Masyarakat Jumlah 

1. Tidak memberikan pelayanan 28,52% 

2. Penyimpangan prosedur 21,31% 

3. Penundaan berlarut 33,42% 

Sumber: Diolah oleh penulis dari Dokumen Omnibudsman RI Tahun 2021 

 Berdasarkan tabel satu diatas terkait jumlah data laporan masyarakat yang 

bersumber dari dokumen Omnibudsman Republik Indonesia tahun 2021 

menunjukkan bahwa terdapat 156 jumlah pelapor dengan jumlah laporan yang paling 

tinggi terletak pada bagian penundaan berlarut yaitu senilai 33,42% lebih tinggi 

dibandingkan pada bagian tabel lainnya. Tabel laporan masyarakat terkait penundaan 

berlarut sudah menunjukkan salah satu bentuk kendala pada proses perizinan di 

Indonesia hal itu akan sangat berdampak pada keefektifan dan keefisienan perizinan 

berusaha dalam suatu instansi pemerintah, termasuk pemerintah kota salah satunya di 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota 

Pagar Alam juga mengalami kendala hal yang sama berdasarkan hasil observasi 

secara langsung kepada masyarakat bahwa untuk waktu penerbitan NIB sendiri 

membutuhkan waktu kurang lebih satu minggu, hal ini merupakan salah satu bentuk 

kendala yang menimbulkan ketidak keefektifan dalam pelayanan perizinan. 

Selain itu juga, tidak hanya penundaan berlarut saja yang mengalami kendala 

pada bidang perizinan di Indonesia, akan tetapi dalam penerapan izin usaha rumah 

makan melalui OSS di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 

Tenaga Kerja Kota Pagar Alam juga mengalami kendala.  
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Tabel 2. Jumlah Rumah Makan dan NIB yang Terbit di Kota Pagar Alam  
 

Jumlah Rumah Makan 

Pada Tahun 2021 

NIB Yang 

Terbit/Terealisasi 

 

>5 <5 

Sumber: Dokumen DPMPTSTK dan BPS Tahun 2021 Kota Pagar Alam  

Pertama, realisasi perizinan usaha rumah makan tidak tercapai. Dapat dilihat 

dari data DPMPTSTK dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Selatan, terlihat 

bahwa untuk jumlah rumah makan di Kota Pagar Alam pada tahun 2021 berjumlah 

lebih dari 5 atau sebesar 43 tetapi NIB yang terbit atau terealisasi kurang dari lima 

rumah makan yang melakukan izin, hal itu menunjukkan masih kurangnya minat 

masyarakat Kota Pagar Alam untuk melakukan izin pada usahanya seharusnya 

dengan melakukan izin usaha rumah makan maka usaha rumah makan yang dimiliki 

masyarakat tersebut dianggap legal dimata hukum, dan hal itu juga akan sangat 

memberi pengaruh besar terhadap usaha rumah makan yang dimiliki oleh setiap 

masyarakat yang sudah memiliki izin.  

Tabel 3. Jumlah Sarana dan Prasarana 
 

Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah 

(Unit) 

Komputer  3 

Laptop  1 

Printer 4 

Wifi 1 

AC 0 

Sumber: Dokumentasi DPMPTSTK Kota Pagar Alam 

Kedua, keterbatasan sarana untuk mengelola Online Single Submission. 

Berdasarkan tabel diatas dan juga hasil observasi yang peneliti lakukan pada instansi 

yang terkait, peneliti melihat bahwa untuk fasilitas sarana perangkat keras seperti 

komputer khususnya di bidang perizinan sendiri yang digunakan untuk mengelola 
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OSS di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 

sendiri ada tiga, tetapi yang berfungsi hanya satu. Lalu, untuk laptop hanya ada satu, 

kemudian printer ada empat tetapi kadang-kadang rusak sehingga petugas harus 

meminjam kepada bidang lain dan tidak adanya AC. Dengan adanya kekurangan 

atau rusaknya fasilitas sarana dan prasarana hal itu akan sangat menghambat proses 

pelayanan perizinan. Memang pada dasarnya, pengaksesan OSS sendiri dapat 

dilakukan dimanapun karena semua berbasis internet, akan tetapi pada oberservasi 

yang peneliti lakukan kepada pihak operator pengelola OSS sendiri bahwa untuk 

pendaftaran izin usaha melalui OSS masih ada yang dilakukan secara manual 

sebagian karena masih memiliki beberapa kendala khususnya bagi masyarakat itu 

sendiri dan ada jenis perizinan yang pendaftarannya belum melalui OSS. Memang 

pada dasarnya penerapan izin usaha melalui OSS di Kota Pagar Alam termasuk 

lambat yaitu pada tahun 2019. Dengan adanya penerapan OSS ini memiliki tujuan 

agar layanan izin usaha dapat terlaksana secara cepat dan efisien sehingga dapat 

mempersingkat waktu urusan masyarakat Kota Pagar Alam sesuai dengan tujuan 

diterbitkannya OSS.  

 Dari beberapa hasil riset sebelumnya yang mengkaji tentang Online Single 

Submission (OSS) sudah cukup banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya yang dilihat 

dari banyak aspek antara lain yang dikajian oleh (Syafrial, 2021:112) dengan judul 

efektivitas OSS Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Jambi, dengan fokus penelitian untuk mengukur bagaimana layanan izin usaha di 

Kota Jambi apakah sudah berjalan dengan efektiv atau tidak. Selain itu, penelitian 

yang berbeda oleh Kusnadi & Baihaqi (2020:126) yang menjadi perbedaan dari 

penelitian sebelumnya adalah letak lokasi yang diteliti yaitu Kabupaten Subang. 
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Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Orywika (2021:89) yang menggunakan 

metode kuantitatif dengan fokus penelitian untuk melihat bagaimana pengaruh OSS 

sebagai variable (Y), pelaku birokrasi sebagai variable (X1), serta pelaku usaha 

sebagai variable (X2), dan dilihat dari dampaknya pada percepatan investasi sebagai 

variable (Z) dengan hasil nilai pada ketiga variable tersebut yang mempengaruhi OSS 

adalah 26,2%.  

Selanjutnya, riset ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus 

pada rumah makan yaitu Kualitas Pelayanan Izin Usaha Rumah Makan (Juhari & 

Hardianto, 2017); yang mana digunakan untuk melihat bagaimana kualitas pelayanan 

perizinan rumah makan di Kota Batu. Lalu, penelitian yang sama juga dilakukan 

Setiawan (2022) yang berjudul Aspek Perizinan Warung Makan. Berbeda pada hasil 

riset sebelumnya, hasil riset penelitian terdahulu ini mengkaji tentang E-Government 

yang dikaji oleh Choiriyah (2020) yang memiliki fokus pada implementasi, prosedur 

dan kendala E-Government M-Bonk. Pengamatan yang sama juga dilakukan 

Nurdiarti (2018) yang berjudul Komunikasi dan E-Government studi kasus 

implementasi E-Government komunikasi kepariwisataan pada Dinas Pariwisata DIY, 

dengan fokus pada teknologi digital virtual. 

Selain itu, penelitian ini berbeda dengan hasil riset sebelumnya mengkaji 

tentang Whole of Government (WoG)  yang dikaji oleh Lhamo & Chhetri (2022) 

dengan fokus penelitian Menilai masalah pengelolaan air yang muncul di Bhutan dan 

pendekatan Whole of Government. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Barry et 

al. (2022) yang berjudul memajukan seluruh pendekatan pemerintah untuk 

pengendalian tembakau pasal. 5.3 dana tantangan koordinasi kebijakan di 

Bangladesh, Ethiopia, India dan Uganda dengan fokus penelitian E-Government dan 
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Tobacco. Sama juga dengan penelitian Wibowo (2022:22) dengan fokus penelitian 

untuk mengukur bagaimana kemampuan pemerintah dalam melayani khususnya 

pada bidang pertanahan Provinsi JaTeng.  

Pada tinjauan Ilmu Administrasi Publik, dengan adanya penerapan layanan 

OSS merupakan kebijakan pemerintah yang bekerja sama baik itu dari pusat maupun 

daerah dan juga kerjasama dengan instansi terkait yaitu Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam untuk 

mempermudah service kepada masyarakat dan sekaligus mempermudah pengawasan 

dari pusat. Bagi peneliti, kajian mengenai berhasil atau tidaknya penerapan izin 

usaha rumah makan melalui Online Single Submission (OSS) selama ini banyak 

ditinjau dari aspek manajemen sektor publik. 

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pembeda antara kajian ini dengan 

kajian lainnya yaitu terletak pada penerapan Whole of Government (WoG) untuk 

melihat penerapan izin usaha rumah makan melalui sistem OSS di Kota Pagar Alam, 

oleh sebab itu di Kota Pagar Alam melalui instansi Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mengeluarkan suatu aplikasi untuk 

melihat implementasi dari kebijakan e-government khususnya pada pelayanan izin 

usaha rumah makan melalui OSS yang telah berbasis elektronik yang memiliki fungsi 

untuk mempemudah proses perizinan sehingga pemerintah dapat melakukan 

pengawasan dengan mudah.  

Selain itu juga, kajian pada pengamatan ini yang membedakan dengan temuan 

peneliti yang lain terletak pada teori yang digunakan. disini peneliti menggunakan 

pendekatan Whole of Government (WoG) karena permasalahan yang terjadi pada 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota 
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Pagar Alam menyesuaikan kebutuhan variabel yang dibutuhkan. Dan lokasi 

penelitian ini, hingga saat ini belum adanya temuan kajian yang sama terkait 

penerapan Whole of Government dalam pelayanan izin usaha rumah makan melalui 

Online Single Submission di Kota Pagar Alam dengan fokus penelitian yaitu 

penerapan Whole of Government dalam pelayanan izin usaha rumah makan melalui 

OSS. Sehingga dilihat dari beberapa kendala yang terjadi dilapangan membuat 

peneliti tertarik mendalami lebih lanjut bagaimana penerapan Whole of Government 

dalam pelayanan izin usaha rumah makan melalui Online Single Submission di Kota 

Pagar Alam. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena yang diuraian pada latar belakang masalah diatas, 

sehingga dapat dirumuskan permasalahannya menjadi bagaimana penerapan Whole 

of Government dalam pelayanan izin usaha rumah makan melalui Online Single 

Submission di Kota Pagar Alam? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk melihat bagaimana penerapan Whole of Government dalam pelayanan 

izin usaha rumah makan melalui melalui Online Single Submission di Kota Pagar 

Alam. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dalam kajian penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, kajian penelitian ini mampu digunakan dari sisi pengetahuan 

yaitu ilmu administrasi publik dan sekaligus menjadi referensi mahasiswa/i 

untuk penelitian kedepannya serta penelitian yang berkaitan secara langsung 

dengan penerapan Whole Of Government dalam pelayanan izin usaha rumah 

makan melalui Online Single Submission di Kota Pagar Alam.. 
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2. Secara praktis, kajian penelitian ini mampu digunakan untuk menjadi saran dan 

petunjuk kepada setiap pemangku kepentingan khususnya dalam hal penerapan 

Whole of Government dalam pelayanan izin usaha rumah makan melalui 

Online Single Submission di Kota Pagar Alam. 
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